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MOTTO 
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Kebesaran hati seseorang ditentukan dengan seberapa besar ia dapat menerima 

kekecewaan (Paul Hanna) 

Orang yang bijak adalah orang yang bisa menggunakan aka1 pikiran dan 
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Selalu menatap jauh ke depan untuk menggapai sebuah mimpi 

Tak kan berpaling atau mengulang kembali yang lalu 
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini be judul ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM 

(STUD1 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MEREK). 

Ekonomi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rational dalam menghadapi 

kelangkaan (scarcity). Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenal 

tingkah laku yang rasional. Oleh karena itu ekonomi dan hukum tidak dapat 

dipisahkan. 

Hukurn ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, seperti hukuman 

penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa hukurn mengasumsikan bahwa 

orang tahu mengenai konsekuensinya. Perubahan hukum dalam undang-undang 

dapat te rjadi karena tekanan masyadcatnya sendiri, manakala undang-undang 

tersebut tidak sesuai aspirasi masyarakat. 

Analisa ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan 

(scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi mengasumsikan bahwa individu atau 

masyarakat akan atau hams berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka 

ingin ' capai dengan melakukan sesuatu sebaii mungkin dalam keterbatasan 

sumber. 

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting 

bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan 

perdagangan dan investasi. Merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya, baik 

perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan 

keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya 

dilekatkan perlindungan hukum. Disamping untuk mengefektifkan perlindungan 

terhadap pemegang merek, Undang-Undang No. 15 Tahun 200 1 diberlakukan juga 

untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional. Apakah bunyi yang 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek No. 1 5 Tahun 200 1 tersebut 

telah dapat mendorong atas peningkatan ekonominya, yang akan dianalisis dengan 

menggunakan analisa ekonomi terhadap hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rational dalam 

menghadapi kelangkaan (scarciw). Oleh karena itu ekonomi dan hukum 

tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum juga berhadapan dengan 

kelangkaan. Jika semua ha1 telah sempuma atau baik, maka mungkin tidak 

perlu lagi ada hukum, tidak perlu ada negara, hidup mungkin menjadi 

jenuh atau membosankan. 

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenal tingkah laku 

yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, seperti 

hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa hukurn 

mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Kewajiban 

hukum tak lain dari prediksi bahwa jika seseorang berbuat atau 

menghindarkan sesuatu ia akan mengalami penderitaan atau kesusahan, 

umpamanya akibat putusan pengadilan. 

Perubahan hukum dalam undang-undang dapat terjadi karena tekanan 

masyarakatnya sendiri, manakala undang-undang tersebut tidak sesuai 

aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang dikandung 

dalam undang-undang ini tidak akomodatif dengan nilai-nilai yang dianut 

dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung 

dalam undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 



masyarakat dimana undang-undang itu diterapkan, sehingga masyarakat 

melakukan perlawanan untuk merubah undang-undang itu.' 

Analisa ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi 

kelangkaan (scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi mengasumsikan bahwa 

individu atau masyarakat akan atau hams berusaha untuk memaksimalkan 

apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin 

dalam keterbatasan ~umber .~  

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa 

merupakan sesuatu yang tidak dapat diabadikan keberadaannya. Sehingga 

sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka 

pembangunan ekonomipun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, 

sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat 

dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. 

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara 

yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, 

takkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara 

hukum (rechtstat). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki 

dua hal: Pertarna, hukurn diharapkan dapat berfimgsi; Kedua, dengan 

' Tengku Keizerina Devi Azwar, "Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum" dalam 
Ridwan Khairandy, Mmalah-Midah Hukum Ehnomi Kontemporer, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukurn dan Ekonomi, Jakarta, 2006, hlm 563. 

Ennan Rajagukguk, "Analisis Ekonorni Dalam Hukurn Kontrakn, makalah disarnpaikan 
&am Pertemuan Zlmiah Tentang Analisa Ehnomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era 
Globalbasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 
Jakarta, 10 dd 11 Desember 1996. 
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hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah 

untuk direalisa~ikan.~ 

Suatu masyarakat yang sehat cendenrng memilih atau menciptakan 

hukum-hukum yang dapat mempromosikan efisiensi ekonomi. Untuk 

mengukur apakah hukum yang dipilih atau diciptakan tumt 

mempromosikan efisiensi ekonomL4 

Dalam kerangka berfikir makro, pembenahan dalam sistem hukum 

maupun penegakan hukum, diharapkan sekali dapat memberikan rasa 

aman dan kepastian hukurn kepada para pelaku perdagangan. Dengan 

demikian hukum akan menjadi instrument paling penting dalam menjaga 

kepentingan ekonomi Indonesia k h u s ~ s n ~ a . ~  

Faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi hukum salah satunya 

adalah dengan ikut serta dalam pe rjanjian perdagangan intemasional dan 

meratifikasi konvensi-konvensi intemasional, misalnya TRIPS~ (Trade 

Related Aspects of Idectual  Propem Rights) merupakan salah satu 

norma yang disetujui dalarn persetujuan WTO, dan dikenal sebagai 

persetujuan tentang "Aspek-aspek Dagang Hak Milik ~ntelektual".~ Dan 

sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam organisasi internasional tersebut 

Budi Agus Riswandi, "Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional 
Untuk Tujuan Global", artikel pada Jurnal Hukum, No.25 VoLll, Januari, 2004, hlm.74-82. 

Peri Umar Farouk, Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, dalam 
, h~~/mhum.~ikidot.~0m/artikeI:004, diakses pada 6 November 2009. - 

Suyitno, "Urgensi Hamonisasi Hukum Bisnis dalam Melindungi Kepentingan Ekonomi 
Indonesia pada Era AFTA", artikel pada Jurnal Magisteer Hukum, No. 5 Vol. 2, Juni, 2002, hlm 
118. 

Ibid. hlm 1. 
Tn. Anita Christiani, "Perlindungan Hukurn Merek di Jaringan Internet dalam Undang- 

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", artikel pada J d  HuRrrm, edisi No. 17 Vol. 8, 
Juni, 2001, hlrn 87. 
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maka aturan-aturan dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi 

kemudian diharmonisasikan ke dalam peraturan hukum nasional (Undang- 

Undang Hak Kekayaan Intelektual). 

Sejalan dengan pemikiran ini, kalau dikaji dari sisi politik hukum 

acapkali pembentukan hukum, khususnya hukum ekonomi tak selalu 

sinkron dengan harapan-harapan tersebut. Sebagai faktor yang menjadi 

pemicu tidak adanya kesinkronan ini karena banyak kepentingan yang 

berkembang di seputar pembentukan hukum.' 

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan 

penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa 

dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan brand image- 

nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya 

pembeda yang terarnat penting dan merupakan jaminan kualitas produk 

atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah 

asset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan 

(badan hukum) yang dapat menghasikan keuntungan besar, tentunya bila 

didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses 

manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka 

terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek 

terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebijakan 

Ibid. hlm I 



keputusan yang melatarbelakangi perlindungan Merek yang mencakup 

perlindungan terhadap pembajakan Merek telah menjadi dunia? 

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena 

publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan 

jasa dengan merek tertentu, Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang 

sangat berharga secara komersia~.'~ 

Untuk memberikan perlindungan terhadap merek, maka dibentuklah 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang ~ e r e k . "  Setelah mengalami 

berbagai pembaharuan dan pergantian terhadap Undang-undang Merek 

tersebut temyata belum juga . .. membawa angin segar bagi . pemegang . .. - hak 

merek dan masih banyaknya pelanggaran yang te jadi dan sulit diberantas. 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 5 Tahun 200 1 tentang Merek, 

pada dasarnya merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan merek 

sebelurnnya. Undang-Undang No. 15 Tahun 200 1 berupaya melakukan 

perbaikan atas sistem merek dalarn upaya mengefektifhn perlindungan 

merek. Disarnping untuk mengefektifkan perlindungan terhadap pemegang 

merek, Undang-Undang No. 15 Tahun 200 1 diberlakukan juga untuk 

mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional. Apakah bunyi yang 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 

tersebut telah dapat mendorong atas peningkatan ekonominya, yang . . akan 

dianalisis dengan menggunakan analisa ekonomi terhadap hukum. 

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Znflektual, Shar GrafIka, Edisi 1, Ctkn 1, Jakarta, 
2009, hlm 92. 

'O Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, Hak Keliayuun 
Intelektwl SW Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 13 1. 

" Sekarang disebut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 
5 



Perlindungan merek secara khusus diperlukan mengingat merek sebagai 

sarana identifikasi individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat 

"jiwa" suatu bisnis, sangat bernilai dilihat dari berbagai aspek.12 

Dalam hubungannya dengan analisis ekonomi terhadap hukum merek, 

maka menjadi sangat menarik tatkala dikaji apakah Undang-Undang 

Merek No.15 Tahun 2001 telah memberikan keuntungan pada pemilik 

merek. Di bidang hukum yang terkait dengan perekonomian, kebijakan 

dasar dari Undang-Undang Merek adalah memberikan perlindungan bagi 

pemilik merek dan penerima lisensi merek. 

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, pada kesempatan ini 

penulis hendak meneliti lebih jauh tentang analisis ekonomi terhadap 

hukum, studi terhadap pembentukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

l2 Prasetyo Hadi Purwandoko, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia, Mam 
h t t o : / / ~ r ~ e t v o h ~ . w o r & r e s s . c o m / a r o ~  diakses pada 
10 April 2010. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

akan dibahas dalam tesis ini adalah : 

1. Bagairnanakah analisis ekonomi terhadap pembentukan Undang- 

Undang Merek No. 15 Tahun 200 1 ? 

2. Permasalahan apakah yang masih terjadi setelah pembentukan 

Undang-Undang Merek tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Atas rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui analisis ekonomi terhadap pembentukan Undang-Undang 

Merek No.15 Tahun 2001. 

2. Mengetahui permasalahan yang masih terjadi setelah pembentukan 

Undang-Undang Merek tersebut. 

D. Kerangka Teoritik 

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

(approaches). Dalarn buku yang &karang oleh Llyod dan Freeman yang 

berjudul "Lloyd's Introduction to Jurispmden~e~~ dipaparkan 8 (delapan) 

pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan 

hukurn alam (natural law) sampai dengan pendekatan marxiz (Marxist 

theories of law and state). Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah 

satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan 

pada kajian analisa dan normatif (modem trend in anaZytical and 



normative jurisprudence) yang salah satunya adalah rnengkaji hukum atas 

dasar analisa ekonomi (economic analysis of law).13 

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah economics 

analysis of law menurut Richard Posner. Economics Analysis Of Law 

adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional 

untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran 

utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan 

oleh filosof Jeremy Benthern (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill 

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku 

yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, 

seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum 

mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Selanjutnya 

bagairnana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan masalah- 

masalah hukum. Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum ini lahir di 

Amerika Serikat yang menganut sistem Common Law dirnana hakim 

memegang peranan penting dalam menetapkan apa yang merupakan 

hukum. 

Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi 

kelangkaan (scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa 

individu atau masyarakat akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan 

l3  Henny Marlina, Analisa Ekonomi Atas Hurbrm Hak Kekayaan lntelekfual Di Indonesia 
Tiryryauan Terh* Reformasi HuRum Bldang HaR KeRayaan Intelekfual, &am 
httD://~.lkht.netlindex.ph~?vie~=artice&id=1%3AW-telematika6Zid=7 1%3Aanalisa- 
ekonomi-atas-hki&fomat-Ddf&option=com content&Itemid=503 diakses pada 6 November-2009. 
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apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin 

dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan positive analysis 

dari hukum, analis akan bertanya bila kebijaksanaan (hukum) tersebut 

dilaksanakan, prediksi apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat 

ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif 

dari kebijaksanaan (hukum) tersebut. Normative analysis yang secara 

konvensional diartikan sebagai weIfare economics cenderung akan 

bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan 

hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk 

mencapai apa yang diinginkannya? Dalam hubungan ini dua konsep 

efisiensi menjadi penting: Pareto Eficiency (narna seorang ahli ekonomi 

Italia abad yang lalu) dan "Kaldor Hicks efficiency" (nama dua ahli 

ekonomi Inggris). Pareto eficiency akan bertanya apakah kebijaksanaan 

atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan 

tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertarnbah buruk?. Sebalilcnya 

Kaldor-Hicks ejgiciency akan mengajukan pertanyaan apakah 

kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan rnenghasilkan 

keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, 

sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka 

yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut.I4 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa petimbangan efisiensi 

ekonomi telah melatarbelakangi berbagai keputusan hukum dalam 

" Danninto Hartono, Economic Analisys Of Law Atas PKPU Tetap, Lembaga Studi 
Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 17. 
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common law system dengan mengacu kasus-kasus penting (landmark 

decisions). Munculnya aliran pemikiran di Amerika Serikat (American 

realism) yang bertumpu pada pengamatan terhadap apa yang diputuskan 

hakim di pengadilan antara lain menjelaskan bahwa banyak faktor 

nonhukum (non-legal factor) seperti ilmu ekonomi yang ikut 

mempengaruhi pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara.'5 

Analisis ekonomi terhadap hukum dikernbangkan mulai dari Law 

School di Amerika Serikat, seperti misalnya aliran Chicago. Kemudian 

muncul jurnal-jurnal hukum dan ekonomi seperti J o u d  of Law and 

Economics, Journal of Legal Studies, The International Review of Law and 

Economics, The Journal of Law and Economics Organization, dan masih 

banyak lagi jurnal-jurnal lain yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran 

ilmu ekonomi terhadap penyelesaian problematika di bidang hukum. 

Ada tiga pokok persoalan mendasar dalarn mengkaji pendekatan 

ekonomi terhadap hukurn. Pertama, berkaitan dengan pengertian dan ruang 

lingkup analisis ekonomi terhadap hukum (economics analysis of law). 

Kedua, berkaitan dengan teori-teori ekonomi yang digunakan dalarn 

menganalisis masalah-masalah di bidang hukum. Ketiga, berkaitan dengan 

arti penting penerapan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai upaya 

meningkatkan peranan hukurn dalarn pembangunan.16 

'' Johnny Ib*, HuRum Persaingan Usaha, Filosoji, Teori, &n Implikasi Penerapamya 
di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, him 55. 

I6 Hanafi, "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan 
Hukum Dalam Pernbangunan", artikel pada Jurnal Hubm, No.18, Vo1.8, Oktober 2001, hlm 190- 
198. 
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Pendekatan ekonomi terhadap hukum timbul di Amerika Serikat pada 

awal tahun 1960an dengan karya-karya oleh Ronald Coase, Guido 

Calabresi dan Richard Posner. Dalam pandangan lain, pendekatan 

ekonomi tumbuh dari gerakan realisme Arnerika Serikat yang mana 

gerakan ini mencoba melihat hukum atau menjelaskan hukum dari 

pendekatan non hukum seperti ekonomi. Selanjutnya, pendekatan ini 

dianggap sebagai sebuah teori. Menurut Victor Purba teori ini secara garis 

besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi 

oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birolaslsi 

terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut net 

social bene$tS1 

Asal-usul pendekatan ekonomi pada hukum adalah berasal dari: 

pertama, teori realisme; pendekatan ekonomi ini memunculkan realisme 

ekonomi yang mana menjelaskan hukum dalam faktor-faktor non hukum. 

Kedua, pendekatan dari Studi Hukum Kritis (CLS). Kefiga, teori 

Utilitarianisme, yaitu teori etika yang mengatakan bahwa manfaat dalam 

arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak- 

banyaknya, hams rnenjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk 

menilai tindakan-tindakan tersebut.18 

" Budi Agus Riswandi, Analisis Ekonomi Terhodap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta 
Indonesia, dalam I f ,  diakses pada 25 Desernber 
2009. 

l8 Muyaswotussolichah, Aliran Teori Hukum Kritis: Analisa Ekonomi Terhodap H u h  
(rite Economic Analysis of Law) Dalam Yurisp&nsi: Hilaire McCoubrey and Nigel D White), 
dalam www.svariah.uin sukaac-id, diakses pada 25 Desember 2009. 
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Dalam teori hukum, istilah "Hukum Ekonomi" merupakan terjemahan 

dari Economisch Recht (Belanda) atau Economic Law (Amerika). Sekalipun 

demikian, pengertian atau konotasi Economisch Recht di Belanda ternyata 

berbeda dengan arti Economic Law di Amerika Serikat. Sebab pengertian 

Economisch Recht (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah Droit 

E'conomique (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Fajat dan yang 

setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi Droit de ~'economie.'~ 

Jika dilihat hukum dari perspektif pranata ekonomi, misalnya, maka 

pertimbangan akan dipengaruhi untuk melihat masalah hukum dalam 

"ukuran-ukuran ekonomi", seperti kegunaan bagi masing-masing orang 

yang terlibat ke dalam suatu transaksi hukum. Disini, pertimbangan yuridis 

telah terdorong ke belakang.'' 

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif tentang 

hukum dalam ekonomi, perlu ditinjau kembali terlebih dahulu pengertian 

hukum dan pengertian ekonomi. Agar di masyarakat terdapat ketertiban 

dalam korelasi maka berkembang aturan atau yang lazirn disebut nonna 

clan hukum. 

Dalam memberikan pengertian mengenai hukum, para ahli dan sarjana 

ilmu hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan berbeda-beda 

l9 C.F.G. Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 
2003", makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Narional VIII dse lengarah  oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dun Hak Asasi Mattusia, Denpasar, 
14 dd 18 Juli  2003. 

20 Satjipto Rahardjo, Hukurn, Wibawanya dan Analisis Ekonomi, Suara Pembaharuan, 
tanggal 16 Mei 199 1 
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antara satu ahli dengan yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada kesatuan 

atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain menurut: 

1) VanKan 

Menurut Van Kan definisi hukum ialah keseluruhan peraturan 

hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan 

manusia di dalam masyarakat. 

Kemudian Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah 

untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum 

orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi 

kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian akan tercapai 

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Utrecht 

Menurut Utrecht definisi hukum ialah himpunan peraturan (baik 

berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam 

suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup 

tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 

3) WiryonoKusurno 

Menurut Wiryo Kusumo definisi hukum ialah keseluruhan 

peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 

tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggamya 

umumnya dikenakan sanksi. 



Kemudian Wiryano Kusumo berpendapat mengenai tujuan hukum 

adalah untuk mengadakan keselarnatan, kebahagiaan, dan 

ketertiban dalam masyarakat. 

Namun, diantara para ahli ilmu hukum belum terdapat kesatuan 

pendapat mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hukum meliputi beberapa unsur-unsur, yakni: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat, 

b. Peratwan itu bersifat mengikat clan memaksa, 

c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan 

d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang 

tegas. 

Sementara itu, Sudirman Kartohadiprodjo memberikan beberapa 

defenisi hukurn yang dikutip dari berbagai pendapat ahli hukum di 

antaranya sebagai berikut ini:2' 

1. Aristoteles: particular law is that which each community lays down 

and applies to its own members. Universal law is the law of nature 

(hukum khusus dimana masyarakat menaati dan menerapkannya 

terhadap anggotanya sendiri). 

2. Grotius: law is a rule of moral action obliging to that which is right 

(hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan 

pada suatu yang benar). 

Kansil, CST dalam Ade Maman Suherman, Aspek Huh Dalam Ekonomi Global, edisi 
revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 6. 
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3. Hobbes: where as law, properly is the world of him, that by right had 

command over others (hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia 

hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang 

lainnya. 

4. Van Vollenhoven: recht is een verschinjsel in rusteloze wisselwerking 

van stuw en tegen stuw. 

5. Philips S. Jamen, MA: law is a body of rule for the guidance of human 

conduct which are imposed upon, and enforced among the members of 

a given state (hukum adalah sekumpulan aturan untuk membimbing 

perilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan di antara anggota 

suatu negara). 

6. Utrechts: hukum itu adalah himpunan peraturan-aturan (perintah- 

perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan 

karena itu hams ditaati oleh masyarakat itu. 

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 

ilmu ekonomi adalah ilrnu yang mempelajari perilaku manusia dalam 

memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah 

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

dengan alat pemuas kebutuhan yang jurnlahnya terbatas. Permasalahan itu 

kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (scarcity). 



Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang 

berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, 

h ~ k u m . ~ ~  

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakrnuran 

(kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya, baik barang-barang maupun j a ~ a ) . ~ ~  

Menurut Adam Smith ( 1  723-1790) bapak ekonomi, yang dalam 

bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nation, 

biasa disingkat The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776, 

ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia 

memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan. 

Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan 

putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan 

kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam ha1 ini, karena ekonomi Indonesia 

sudah merupakan suatu Venvaltungswirtschai, maka tidak dapat dan tidak 

perlu lagi diadakan pembedaan, apakah kaidah-kaidah itu merupakan 

kaidah-kaidah Hukurn Perdata atau Hukurn Publik. 

" Muh. Farid, Dejknisi llmu Ekonomi, &lam htt~://one.indoskri~si.comliudul-slaipsi- 
tugas-makalahlekonomildef~si-ilmu-ekonomi. diakses pada 6 November 2009. 

" Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1-4 
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Oleh Schrans Hukum Ekonomi itu dibagi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1) Dasar-dasar Hukum Ekonomi (de juridische grondslagen van het 

economisch recht) yang menyangkut asas-asas pasaran bebas, 

kaidah-kaidah mengenai hak milik dan kontrak serta kaidah-kaidah 

mengenai pertanggung jawab. 

2) Kedudukan hukum pelaku-pelaku di bidang ekonomi (het statuut 

van de economische agenten), seperti kaidah-kaidah mengenai 

perusahaan swasta maupun perusahaan negara, perusahaan nasional 

maupun asing, dan sebagainya. 

3) Kaidah-kaidah Hukurn Ekonomi yang secara khusus 

memperhatikan kepentingan umum ( k t  economisch 

ordeningsrecht), seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan 

yang tidak wajar, kaidah-kaidah anti trust, perlindungan terhadap 

konsumen, clan lain-lain. 

4) Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang 

mendukung kebijaksanaan ekonomi pemerintah. 

5) Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian (het 

economisch doelmatigkidwecht), seperti: 

a. Kebijaksanaan konjuktur (harga-harga, peredaran uang, 

pengawasan terhadap kredit, perdagangan internasional, 

penjualan barang-barang dan jasa-jasa kepada negara, fiskal). 

" G. Schrans, Europees Ekonomisch Recht, Gents Akademisch Kooperatief, 1972, hlm 3, 
&lam CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Maret, 
l.9888 h!m 53. 
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b. Kebijaksanaan mengenai struktur ekonomi, seperti keputusan- 

keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi mengenai perlindungan 

golongan ekonomi lemah, peningkatan pasar modal, asuransi 

tenaga kerja, dan lain-lain. 

c. Penegakan Hukum Ekonomi (sanksi-sanksi, incentives, dan 

lain-lain). 

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek itu ada tiga, yaitu: 

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan 

bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan 

karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk 

itu dibuat secara pforesional. 

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfkgsi sebagai jaminan 

kualitas khususnya dalarn kaitan dengan produk-produk bergengsi. 

3. Fungsi sugestif, arinya merek memberikan kesan akan menjadi 

kolektor produk tersebut. 

Tiga fimgsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum 

terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan h g s i  

merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang 

dimiliki oleh seseorang talc boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh 

orang lain. 25 

25 OK. Saidin, Aspek HuRum Hak Atas Kekayaan InteleArual (Intellectual Property Right), 
ctkn keempat, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 3368~359. 
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E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam tesis ini adalah Analisis Ekonomi Terhadap 

Hukum: Studi Pembentukan Terhadap Undang-Undang Merek. 

Sumber Data dan Bahan Hukum 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat seperti norma, dasar peraturan perundang-undangan yang 

meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek. 

a. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang 

dimaksud disini tidak mengikat, bahan hukum sekunder ini terdiri 

dari: buku, artikel, jurnal, majalah, koran maupun makalah- 

makalah yang terkait dengan Undang-Undang Merek. 

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat 

melengkapi kedua bahan diatas yang terdiri dari: kamus hukum, 

kamus bahasa, kamus politik dan ensiklopedia. 

3. 'Fekoik Pengumpalan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

melalui . studi dokurnen atau kepustakaan, yaitu kegiatan 

mengurnpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen 



atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan 

yang dibutuhkan oleh peneliti.26 

4. Teknik Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Seperti 

Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 200 1 

tentang Merek. 

5. Teknik Analisis Data 

Data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti 

tersebut diatas kemudian disusun sistematis sehingga diperoleh 

garnbaran yang menyelunrh mengenai asas hukurn, kaidah hukum dan 

ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya data penelitian yang 

diperoleh dianalisis secara kuantitatif, dengan konsep mmimization atau 

maksimalisasi dan konsep equilibrium atau konsep keseimbangan. Data 

yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai 

suatu kajian yang komprehensif. Hasil analisis akan disajikan secara 

deskriptif analitis. 

26 M. Syamsudin, OprasionaI Penelitian Huhm, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2007, hlm 101. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab dengan penjelasan 

masing-masing bab sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab I1 membahas mengenai tinjauan mum tentang proses 

pembentukan undang-undang, yang terdiri dari analisis ekonomi terhadap 

hukum, asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, jenis- 

jenis dan dasardasar perundang-undangan, proses pembentukan undang- 

undang, latar belakang munculnya hak kekayaan intelektual, perundang- 

undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, latar belakang 

munculnya merek, pengertian merek, dan jenis-jenis me& 

Bab III membahas mengenai analisis ekonomi terhadap pembentukan 

undang-undang merek, yang terdiri dari merek sebagai aktiva tetap tidak 

berwujud, kekuatan dan nilai merek (ekuitas merek), serta permasalahan 

yang masih terjadi setelah pembentukan Undang-Undang Merek tersebut. 

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. 



BAB IT 

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMBENTUKAN 

UNDANGUNDANG 

A. Analisis Ekonomi terhadap Hukum 

1. Latar Belakang Munculnya Analisis Ekonomi terhadap Hukum 

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku 

yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, 

seperti hukuman penjara dan ganti rugi. Aspek yang memaksa dari 

hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. 

Kewajiban hukum tak lain dari prediksi bahwa jika seseorang berbuat 

atau menghindarkan sesuatu ia akan mengalami penderitaan atau 

kesusahan, urnpamanya, akibat putusan pengadilan. Legislator dan 

hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman tersebut dengan 

memodifikasi tingkah lalcunya untuk meminiialkan ongkos dari 

ketaatan dan ~anks i?~  

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa petimbangan efisiensi 

ekonomi telah melatarbelakangi berbagai keputusan hukurn dalam 

common law system dengan mengacu kasus-kasus penting (landmark 

decisions). Munculnya aliran pemikiran di Amerika Serikat (American 

realism) yang bertumpu pada pengamatan terhadap apa yang 

2 7 ~ u d i  Agus Riswandi, Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipra 
Indonesia, dalam httD://clscribd.com/docSnbw4vka7g4ekuie~ diakses pada 25 Desember 
2009. 
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diputuskan hakim di pengadilan antara lain menjelaskan bahwa banyak 

faktor nonhukum (non-legal factor) seperti ilmu ekonomi yang ikut 

mempengaruhi pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara.28 

Pendekatan analisis ekonomi dalam hokum ini telah berkembang di 

Amerika Serikat sekitar lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Mata 

kuliah "Economics analysis of the law" telah diajarkan diberbagai 

fakultas hukum di Amerika Serikat dengan memberi konsep-konsep 

mikro ekonomi lebih' dahulu kepada mahasiswa hukum. Selanjutnya 

bagaimana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan terhadap 

masalah-masalah hukum. Pendekatan analisis ekonomi dalam hukum 

ini lahir di Amerika Serikat yang menganut sistem "Common Law" 

dimana hakim memegang peman penting dalam menetapkan apa yang 

merupakan hukum. Peranan hakim di negara "Common Law" berbeda 

dengan hakim di negara "Civil Law". Hakim di negara "Common Law" 

dalam banyak ha1 cenderung untuk menemukan aturan yang tepat 

dalam "case law", sedangkan hakirn di negara "Civil Law" lebih banyak 

menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang 

tertulis. 

Negara "Civil Law" seperti Indonesia, misahya, akan mengalami 

beberapa hambatan dalam menerapkan analisis ekonomi dalam hukurn. 

Pertama, aliran positivisme dalam hukum menganggap hukum tersebut 

adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berisikan 

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha .......,., Op Cit, hlm 55. 
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norma-norma, diantaranya norma keadilan. Pendekatan analisis 

ekonomi dalam hukum, terlalu menekankan kepada "cost-beneJit ratio", 

yang kadang-kadang bisa tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi 

ahli ekonomi yang tertuju kepada efisiensi, tidak terlalu merasakan 

perlunya unsur keadilan (justice). Hal ini tentu dibantah oleh penganut- 

penganut pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Pertama 

dikatakan, bahwa tidak benar ekonom tidak memikirkan keadilan. 

Dalam usaha menentukan klaim normatif mengenai pembagian 

pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki philosofi 

politik melebiii pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi 

menyediakan kerangka di dalam mana pembahasan mengenai keadilan 

dapat dilakukan. Para ekonom telah memperlihatkan bahwa jika 

kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil 

yang diperoleh adalah efisiensi Pareto. Sama juga, tiap hasil dari 

efisiensi Pareto dapat dikembangkan dari distribusi asset lebih dulu 

yang menimbulkan kondisi yang kompetitif. 

Ketiga, norma-norma dalam masyarakat lahir secara bersamaan 

dari ketertiban yang damai. Kontrol yang art~J?cial oleh hukum diatas 

ketertiban yang spontan adalah tidak tepat. Mereka yang menganut 

paham ini tidak percaya bahwa insentif dapat mengontrol hukum dan 

ekonomi. 

Namun demikian pendekatan analisis ekonomi dalam hukum di 

negara-negara "Civil Law" bukan tanpa prospek. Para ahli hukum 



semakin terbuka kepada pemikiran-pemikiran baru dalam 

mengembangkan hukum, antara lain dengan memakai pendekatan baru 

ini. Penegakan hukum tidak didasarkan semata-mata kepada adanya 

perasaan keadilan, tetapi juga kepada perhitungan "cost-benefit ratio". 

Insentif-insentif perlu ada, sehingga suatu peraturan dapat 

Jika dilihat hukum dari perspektif pranata ekonomi, misalnya, 

maka pertimbangan akan dipengaruhi untuk melihat masalah hukum 

dalam "uhran-ukuran ekonomi", seperti kegunaan bagi masing-masing 

orang yang terlibat ke dalam suatu transaksi hukum. Disini, 

pertimbangan yuridis telah terdorong ke belakang.30 

Analisis ekonomi terhadap hukum pada awalnya merupakan hasil 

karya para ilmuwan hukum dengan menggunakan pendekatan ekonomi 

yang bertolak dari keyakinan bahwa masalah manusia adalah 

bagaimana memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. 

Secara mum,  analisis ekonomi terhadap hukum bekerja dengan 

menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna 

menganalisis aturan dan hukum yang digunakan dalam masyarakat 

tertentu. Pemanfaatan metode ilmu ekonomi m e m u n g k i i  para 

penggagas analisis ekonomi t d a d a p  hukum untuk menarik kesimpulan 

29 Ennan Rajagukguk, "Analisis Ekonorni Dalam Hukum Kontrakn, makalah disampailcan 
ddam Pertemuan ~lmiah Tentang A d k a  Ekommi Terhaabp Hukum Dalam ~enyongso~g Era 
Globalkasi diselenggamkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 
Jakarta, 10 dd 1 1 Diiember 1996. 

30 Satjipto Rahardjo, Hukum, Wibawanya dan Analisis Ekonomi, Suara P e r n b a h n ,  
tanggal 16 Mei 1991 
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tentang keinginan manusia dan segala konsekuensi dari segi hukum dan 

pengaturannya. 

Selama ini kelemahan pemikiran aliran utilitarianisme adalah 

ketidakmampuannya untuk menentukan apa keinginan seseorang 

dengan tepat. Sementara itu pemikiran analisis ekonomi terhadap 

hukum menemukan jawabannya, yaitu keinginan seseorang terhadap 

sesuatu ditentukan dengan melihat berapa besar kesediaannya untuk 

membayar apa yang dikehendakinya itu agar keinginannya dapat 

terpuaskan. Ukurannya dapat dalam bentuk uang atau penggunaan 

sumber daya lain yang dimilikinya, seperti kesediaannya untuk bekerja 

(labour). Singkatnya, analisis ekonomi terhadap hukum menyimpulkan 

bahwa segala sesuatu dapat direduksi dalam ungkapan shgkat, "berapa 

yang hams dibayar untuk memperoleh sesuatu atau tidak memperoleh 

se~uatu" .~~  

Pendekatan ekonomi atas hukum memang relevan dan bermanfaat 

bagi perkembangan hukurn di Indonesia Secara garis besar Analisa 

Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan 

sumbangan dan p i k i i  atas dua pennasalahan dasar mengenai aturan- 

aturan hukum. Yakni analis yang bersifat "positive" atau bb&scrzptive", 

berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum 

terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identijcation of the 

efeets of a legal rule); clan analisis yang bersifat "normatif', berkenaan 

3' Ibid, hlm 58-59. 



dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai 

dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule). 

Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi atas hukum terhadap 

dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai 

dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, 

baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusaham, yang 

bemawasan ke depan (fiorward looking) dan rasional, serta mengadopsi 

kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat. 

Perkembangan sekarang, analisis ekonomi atas hukum tidak 

terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, 

namun meluas pada setiap perlggunaan prinsipprinsip ekonomi 

terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan 

kebijakan, baik pada tingkat pembentukkan, implementasi rnaupun 

enforcement peratman perundang-undangan telah sangat berpengaruh di 

Indonesia Secara resmi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

menetapkan salah satu amh Kebijakan Program Pembangunan Nasional 

Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan 

yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era 

perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu 



indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan 

hukum e k ~ n o m i . ~ ~  

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh 

dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan atau 

pembaharuan hukurn. "Pembinaan hukum" lebih mengacu pada 

efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. "Pembaharuan 

hukum" mengandung pengettian menyusun suatu tata hukum untuk 

menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, 

pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi 

hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada 

budaya hukum masyarakat. 

Selama ini para pakar ekonomi memandang hukum sebagai 

penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. 

Hal ini disebabkan hukum dinilai kaku dan berbelit sehingga tidak 

dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi yang relatif cepat. Oleh 

karena itu, agar hukum bisa bermanfaat bagi kegiatan ekonomi, maka 

pembangunan hukum ekonomi hams d i a r a .  untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan juga mampu menampung dinamika 

kegiatan ekonomi. 

Di era reformasi, arah clan sasaran politik hukum ekonomi hams 

difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan 

-. - - 

32 Peri Umar Farouk, Analisis Ekonomi Atas Perkembangan HuRum Bisnis Indonesia, 
&lam htt~:llmhue~n.wikidot.~0m/artikel:004, diakses pa& 6 November 2009 



keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada 

ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan 

menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi dalam mengukur 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan arah dan sasaran yang 

baru tersebut diharapkan nantinya hukum ekonomi mampu 

menciptakan ketahanan ekonomi rakyat h a t .  

Dengan demikian, dalam menentukan pembangunan hukum 

ekonomi diperlukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk 

membangun semua komponen pendukung sistem hukum, yang meliputi 

perangkat hukum, tatananlpranata hukum, aparat penegak hukum, 

budaya hukurn, dan komitrnen pemimpin. 33 

2. Pengertian Analisis Ekonomi terhadap Hukum 

Pada dasamya Hukum dan Ekonomi adalah dua disiplin ilmu yang 

berbeda, memiliki paradigma dan tradisi keilmuan yang berbeda. Jejak 

hukurn dalam sejarah peradaban urnat manusia, mulai dapat ditelusuri 

sejak disusunnya kodifikasi hukum yang pertama oleh Hammurabi 

(Codex Hmmurabo pada masa kejayaan Babilonia. Meski demikian 

Marcus Tullius Cicero (106-45 SM) dalam dua karyanya De Legibus 

(tentang hukum) dan De Republics (tentang politik) menuliskan dalam 

kata-kata yang terkenal: "ubi societas ibi iusyy, dimana ada masyarakat, 

disitu mesti ada hukum. Sehubungan dengan itu, sejarah telah 

m e m b u l c t i  bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, ilmu 

33 Adi Sulistiyono, Refonnasi H h m  Ehnomi Indonesia, cetakan 2, LPP UNS dan. UNS 
Pres, Surakarta, 2008, hlm 69-72&75. 
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hukum telah memberikan pengabdiannya menjaga eksistensi manusia 

dimuka burni. Tanpa adanya pranata hukum niscaya eksistensi manusia 

dimuka bumi hanya akan menjadi catatan ~ e j a r a h . ~ ~  

Dalam teori hukum, istilah "Hukum Ekonomi" merupakan 

terjemahan dari Economisch Recht (Belanda) atau Economic Law 

(Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi Economisch 

Rechr di Belanda ternyata berbeda dengan arti Economic Law di 

Amerika Serikat. Sebab pengertian Economisch Recht (Belanda) 

sebenarnya berasal dari istilah Droit E'conomique (Perancis) yang 

sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua 

berkembang menjadi Droit de I ' e ~ o n o m i e . ~ ~  

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif tentang 

hukum dalam ekonomi, perlu ditinjau kembali terlebih dahulu 

pengertian hukum dan pengertian ekonomi. Agar di masyarakat 

terdapat ketertiban dalam korelasi maka berkembang aturan atau yang 

lazim disebut norma danhukum. 

Ilmu hukum sebagaimana yang dikenal dewasa ini, muncul pada 

Abad XI1 dan ke XIII, yaitu bersamaan dengan lahirnya sistem 

pendidikan yang bernarna universitas. Tirnbulnya universitas pertarna di 

Eropa dimulai di kota tempat para guru yang terkenal dan bermutu 

34 Johnny Ibrahim, Pen&katan Ekonomi Ter- Hukum; Teori don Implikasi 
P e n e r y n i y a  &am PenegoRan Hdum, ITS Press, S h y a ,  2009, hlm 3. 

C.F.G. Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukurn Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 
2003", makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII diselengamkan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departenien Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 
14 s'd 1 8 Juli 2003. 
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mengajar, misalnya Peter Abelard yang mengembangkan studi teologi 

di Paris dan Irnerius yang mengembangkan studi hukum di Bologna. 

Berdasarkan penelusuran historis yang mendalam, Harold J. Berman 

menegaskan bahwa sesungguhnya llmu Hukum adalah ilmu modem 

pertarna yang lahir di Dunia ~ a r a t . ~ ~  

Dalam memberikan pengertian mengenai hukum, para ahli dan 

sarjana ilmu hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan 

berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya. Dengan demikian, 

tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain 

menurut: 

1) VanKan 

Menurut Van Kan definisi hukum ialah keseluruhan peraturan 

hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan 

manusia di dalam masyarakat. 

Kemudian Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah 

untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum 

orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi 

kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian akan tercapai 

kedarnaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Utrecht 

M e n w t  Utrecht definisi hukum ialah himpunan peraturan (baik 

berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam 

36 Johnny Ibrahi~n, Pendekatan Ekanomi Terhadap Hukum ........, Op Cit, hlm 3-4. 
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suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup 

tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 

3) Wiryono Kusumo 

Menurut Wiryo Kusumo definisi hukum ialah keseluruhan 

peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 

tata tertib di dalam masyarakat clan terhadap pelanggarnya 

umumnya dikenakan sanksi. 

Kemudian Wiryano Kusumo berpendapat mengenai tujuan hukum 

adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan 

ketertiban dalam masyarakat. 

Narnun, diantara para ahli ilmu hukum belum terdapat kesatuan 

pendapat mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hukurn meliputi beberapa unsur-unsur, yakni: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalarn pergaulan 

masyarakat, 

b. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, 

c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan 

d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang 

tegas. 



Sementara itu, Sudirman Kartohadiprodjo memberikan beberapa 

defenisi hukum yang dikutip dari berbagai pendapat ahli hukum di 

antaranya sebagai berikut 

1. Aristoteles: particular law is that which each community luys down 

and applies to its own members. Universal law is the law of nature 

(hukum khusus dimana masyarakat menaati dan menerapkannya 

terhadap anggotanya sendiri). 

2. Grotius: law is a rule of moral action obliging to that which is right 

(hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan 

pada suatu yang benar). 

3. Hobbes: where as law, properly is the world of him, that by right 

had command over others (hukum sebagai suatu kebenaran dimana 

dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap 

yang l a i ~ y a .  

4. Van Vollenhoven: recht is een verschinjsel in msteloze 

wisselwerking van stmv en tegen stuw. 

5. Philips S. Jarnen, MA: law is a body of rule for the guidance of 

human conduct which are imposed upon, and enforced among the 

members of a given state (hukum adalah sekumpulan aturan untuk 

membimbing perilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan di 

antara anggota suatu negara). 

- - - 

3 7 ~ ~ ~ .  Kansil, dalam Ade Maman Suherman, Aspek Hukum D a h  ERonomi Global, edisi 
revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 6. 
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6. Utrechts: hukum itu adalah himpunan peraturan-aturan (perintah- 

perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 

dan k a n a  itu hams ditaati oleh masyarakat itu. 

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 

ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia &lam 

memilih dan menciptakan kemalanuran. Inti masalah ekonomi adalah 

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jurnlahnya terbatas. 

Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan 

(scarcity). 

Kata ekonomi sendiri be-1 dari kata Yunani, yaitu oikos yang 

berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, 

aturan, h~kum.~'  

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran 

(kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya, baik barang-barang maupun ja~a).~' 

Menurut Adam Smith (1723-1790) bapak ekonomi, yang dalam 

bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of 

Nation, biasa disingkat The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada 

tahun 1776, ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya 

Muh. Farid, Defenisi Ilmu Ekonomi, dalam h~://one.indoskri~si.diudul-shiusi- 
tugas-makalah/ekonomi/defmisi-ilmu-ekono. diakses pada 6 November 2009. 

'' Elsi Karik8 Sari, dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalarn Ekonomi, PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1-4 
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manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan. 

Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan 

putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan 

kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam ha1 ini, karena ekonomi 

Indonesia sudah merupakan suatu VenualtungmirtschaJi, maka tidak 

dapat dan tidak perlu lagi diadakan pembedaan, apakah kaidah-kaidah 

itu merupakan kaidah-kaidah Hukum Perdata atau Hukum Publik. 

Oleh Schrans Hukum Ekonomi itu dibagi sebagai b e r i k ~ t : ~  

1) Dasardasar hukum ekonomi (ak juridische gronaklagen van het 

economisch recht) yang menyangkut asas-asas pasaran bebas, 

kaidah-kaidah mengenai hak milik dan kontrak serta kaidah-kaidah 

mengenai pertanggung jawab. 

2) Kedudukan hukum pelaku-pelaku di bidang ekonomi (het statuut 

van de economische agenten), seperti kaidah-kaidah mengenai 

perusahaan swasta maupun perusahaan negara, perusahaan nasional 

maupun asing, dan sebagainya. 

3) Kaidah-kaidah hukurn ekbnomi yang secara khusus memperhatikan 

kepentingan umum (het economisch orakningsrecht), seperti 

kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, kaidah- 

kaidah anti tnrst, perlindungan terhadap konsumen, dan lain-lain. 

- 

G. Schrans, Europees Ekonomisch Recht, Gents Akademisch Kooperatief, 1972, hlm 3, 
dalam CFG. Sunaryati Hartono, Hukaun Ekonomi Pembangunan Indonesiay Binacipta, Mar* 
1988, hlm 53. 
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4) Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang 

mendukung kebijaksanaan ekonomi pemerintah. 

5) Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian (het 

economisch doelmatigheiakrecht), seperti: 

a. Kebijaksanaan konjuktur (harga-harga, peredaran uang, 

pengawasan terhadap kredit, perdagangan internasional, 

penjualan barang-barang dan jasa-jasa kepada negara, fiskal). 

b. Kebijaksanaan mengenai struktur ekonomi, seperti keputusan- 

keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi mengenai perlindungan 

golongan ekonomi lemah, peningkatan pasar modal, asuransi 

tenaga kerja, clan lain-lain. 

c. Penegakan Hukum Ekonomi (sanksi-sanksi, incentives, dan 

lain-lain). 

3. Ciri Analisis Ekonomi terhadap Hukum 

Ilmu Ekonomi (Economics) adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana agar pemakaian faktor-faktor produksi (fktor of 

production) yang tersedia seefisien mungkii, dalarn memenuhi 

permintaan masyarakat yang tidak terbatas atas barang atau jasa. Tujuan 

akhir dari ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan manusia 

terhadap barang atau jam. Problem utamanya adalah karena sementara 

kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, padahal sumber daya 

alam, tenaga kerja, barang dan jasa persediaannya terbatas. Sumber 

daya relatif langka terhadap permintaan yang dibutuhkan untuk 
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memenuhi kebutuhad manusia. Akibat kelangkaan itu, manusia mesti 

melakukan pilihan yang rasional untuk mengalokasikan sumber daya 

terbatas yang ada. llmu ekonomi memiliki dimensi mikroekonomi dan 

makroekonomi?' 

Mikroekonomi dapat didefenisikan sebagai "satu bidang dalam 

ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari 

keseluruhan kegiatan perekonomian. Isu pokok yang dianalisis dalam 

teori mikroekonomi adalah bagaimanakah caranya menggunakan 

faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran 

masyarakat dapat dimak~imumkan?~ Makroekonomi menitikberatkan 

pembahasan mengenai perekonomian secara ke~eluruhan?~ 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memperoleh julukan homo- 

economicus, manusia dianggap memiliki nalar yang memiliki 

kecendemgan yang berorientasi pada hal-ha1 yang bersifat ekonomis. 

Berkaitan dengan itu, maka analisis ekonomi terhadap hukum dibangun 

atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi antara lain: 

a) Pemanfaatan secara maksimal (utility maximization); 

b) Rasional (rationality); dan 

- -  

41 Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum ........, Op Cit, hlm 5. 
42 Sadono Sukimo, Pengantar Teori Mkroebnomi, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafmdo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm 24. 
43 Endang Setyowati, Rianasari Damayanti, dkk, ERonomi Mikro Pengantar, Edisi 2, STIE 

YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm 6. 
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c) Stabilitas pilihan dan biaya peluang (the stability of preferences 

and opportunity 

d) Distribusi (di~tribution)~~ 

Atas dasar konsep tersebuf analisis ekonomi terhadap hukum 

membangun asumsi baru, yakni "manusia secara rasional akan berusaha 

mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya". Dasar penalarannya 

adalah bahwa dalam setiap aspek hidupnya, manusia harus membuat 

keputusan tertentu karena sifat manusia yang memiliki keinginan tanpa 

batas sementara berbagai sumber daya yang ada sangat terbatas 

ketersediannya terhadap kebutuhan manusia. Jika terhadap saw pilihan 

ia dapat memperoleh keinginannya melebiii pilihan lain maka ia akan 

menjatuhkan pilihan terbaik dan efisiensi bagi dirinya dan konsisten 

dengan pilihannya itu. Masalah bagaimana membuat pilihan untuk 

mewujudkan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya guna 

mencapai kepuasan maksimum, pada dasarnya merupakan titik berat 

Cfow) analisis mikmekonorni. 

Konsep tentang pilihan dan rasionalitas mengakibatkan seseorang 

harus mengeluarkan biaya atas peluang (opportunity cost), yaitu biaya 

yang terjadi karena meninggalkan satu pilihan untuk mengupayakan 

pilihan lain yang lebii baik. Jika utilitarjmism menitik beratkan pada 

44 Edrnund M.A.Kwaw, The Guiak to Legal Analysis, k p l  Methodolog), and Legal 
Writing, Emond Montgomery Publication Ltd., Toronto, 1992, hlm 17 dalam Johnny Ibrahim, 
Pendekatan Ebnomi Terhaclap H h m ;  Teori dan Implikasi Penerapannya clam Penegakan 
HuAum, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 51. 

45 Robert Cooter & Thomas Ulen, Law and Economics, Addison Wesley R d h g ,  
Massachusetts, 2000, him 4 dalarn Johnny Ibrahirn, Pendekatan Ekonami Terlradap H u h ;  Teon 
dan ImpIikasi Penerapamya &am PenegaRan Hukum, ITS Press, Si,uabaya, 2009, hlm 51. 
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unsur kebahagian terbesar (greatest happiness), maka analisis ekonomi 

terhadap hukum melihatnya dari segi efisiensi atas pilihan terhadap 

aturan hukumnya. Pendekatan dari segi efisiensi dalarn memandang 

hukum itu adalah dalarn usaha meminimalkan biaya sosial (social cost) 

terhadap suatu aktivitas t e r t e n t ~ . ~ ~  

Penggunaan rasionalitas ekonomi dalam hukum modem 

nampaknya mengikuti pandangan Max Weber yang menegaskan bahwa 

masyarakat modem adalah suatu masyarakat yang rasional, dimana 

dalarn masyarakat modem tersebut faktor efisiensi dan produktivitas 

memiliki nilai yang tinggi?' Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teori 

rasionalitas ekonomi dalam memprediksikan pemberlakuan suatu aturan 

hukum. 

Ilmu ekonomi juga marnpu membuat perkiraan terhadap dampak 

pemberlakuan sebuah aturan hukum melalui sebuah nilai penting yang 

merupakan bidang kajiannya yaitu distribusi. 

Analisis ekonomi menilai bahwa semakin tinggi tingkat presisi 

suatu aturan hukum, akan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat aturan hukumnya, juga mempengaruhi cara pandang 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang 

ditentukan aturan perundang-undangan terkait. Mempersiapkan sarana 

46 Liat A. Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics, Second Edition, 
Little, Brown and Company, Boston, 1989, hlm 42 dalam Johnny Ibrahim, Pendeban ERonomi 
Terhadap HuRum; Teori dan Implikasi Penerapamrya &am Penegakan H h m ,  ITS Press, 
Surabaya, 2009, hlm 54. 

47 Lihat Lawrence Friedman, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, 1975, 
hlm 20 &lam Johnny Ibrahim, Pendekatm Ekonomi Terhadap Huhm; Teori dan Impliki 
Penerapannya &am Penegakan Hukum, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 54. 
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dan fasilitas yang memenuhi standar yang telah ditentukan bagi pan  

pelaku bisnis atau individu terkait memang membutuhkan biaya 

tambahan. Namun dalam penerapannya, aturan hukum yang lebih 

presisi tidak memerlukan biaya besar lagi jika terjadi pelanggaran, 

karena pengaturan yang presisi memperkecil atau meniadakan 

munculnya perbedaan penafsiran terhadap aturan tersebut serta 

memperkecil biaya litigasi. Fokus perhatian analisis hukum adalah 

pilihan atau penerapan hukum yang menyajikan pilihan yang 

memberikan h i 1  paling optimal clan efisien yang dapat diharapkanW4 

B. Proses Pembentukan Hukum 

1. Sumber-Sumber Hukum 

Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut source of law. 

Perkataan "sumber hukum itu sebenarnya berbeda dari perkataan 

"dasar hukum", "landasan hukum", ataupun "payung hukum". Dasar 

hukurn ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal groud 

yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan 

h u b  tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan 

secara hukum. Sedangkan, perkataan "sumber hukum" lebih menunjuk 

kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma 

tertentu berasalPg 

"Johnny ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum ................, Op Cit, hlm 63. 
49~imly Asshiddiqie, Pengantar IImu H u h  Tata Negara. Jilid 1 ,  Konstitusi Press, Jakarta, 

2006, hlm 15 1, 
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